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PEMERINTAH K_OTA SEMI_\RANG
DINAS PHpIFD BUDNDEAN
BLU UPTD TRANS SEMARANG

JI. Tambak Aji Raya No. 5 Telp/Fax. (024) 86577898 Kode Pos 50185 SEMARANG

URAT IZIN ALA BLU UPTD TRANS SEMARANG
EOMOR - 072 /\14b/ 2021
TENTANG

1IZIN PENELITIAN PENGUMPULAN DATA DI KANTOR
BLU UPTD TRANS SEMARANG DAN ARMADA BUS TRANS SEMARANG

Dasar - a. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola
Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah
Trans Semarang;

b Keputusan Walikota Semarang Nomor 550 / 17 / 2017 tentang
Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Sebagai
Badan Layanan Umum;

c. Keputusan Walikota Semarang Nomor 550 / 18 / 2017 tentang
Penetapan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas
Trans Semarang sebagai Pengelola Bus Rapid Transit Trans
Semarang;

d. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Politik Universitas Diponegoro
Nomor : 5258/UN7.5.1.2/DL/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal 1zin
Penelitian dan Permohonan Data.

MEMBERI IZIN :

Kepada : Nama . Arisyi Rais
NIM : 11010116130255
Untuk - Melaksanakan penelitian di kantor BLU UPTD Trans Semarang dan

Armada Bus Trans Semarang dalam rangka penyusunan skripsi
dengan judul “Kajian Terhadap Perlindungan Bagi Pengguna Jasa
Angkutan Bus Rapidt Transit (BRT) Trans Semarang Jalur Undip-
Unnes.” terhitung mulai tanggal 06 Juli 2021 s/d 06 September 2021.

Keterangan . Diberikan Kebijaksanaan Bebas Tarif BRT Trans Semarang selama
melaksanakan penelitian dimaksud.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 00 Juli 2021

Plt. KEPALABLU UPTD TRANS SEMARANG
S KOTA SEMARANG

Gl i

Hendrix Setiawan, S.M.

Gambar 5.1 . Surat 1zin Pengumpulan data Di Kantor BLU UPTD Trans

Semarang dan Armada Bus Trans Semarang
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